Ranperda APBD 2025 Mulai Digenjot, Ditargetkan Rampung Akhir
November

https://gorontalopost.co.id/2024/11/14/ranperda-aphd-2025-mulai-digenjot-ditargetkan-rampung-akhir-november/

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo tahun 2025, mulai digenjot Badan Anggaran
(Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, bersama Tim Anggaran

Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Gorontalo, dan ditargetkan akan rampung akhir November.

Pantauan wartawan Gorontalo Post, rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekot, Irwan Hunawa
tersebut berlangsung alot. Irwan pun menjelaskan rapat tersebut masih dalam tahap pembahasan
pendapatan di beberapa sektor, diantaranya yang masih dibahas yakni pendapatan yang diperoleh

melalui pajak dan retribusi.

“Baru dua item pendapatan yang kita bahas tadi dan itu juga belum selesai. Dua item pendapatan
tersebut adalah pendapatan pajak dan beralih pada pendapatan dalam bentuk retribusi,” kata Irwan

Hunawa saat diwawancarai, Selasa, (12/11/2024).

Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa kedepan, Banggar Dekot akan benar-benar tahu persis terkait
dengan alur kas maupun penyusunan APBD tahun 2025.

“Kami berharap belanja publik lebih besar dari pada belanja penunjang dan semoga kedepan seperti ini

serta kita akan selalu membahas tentang RAPBD tahun 2025,” pungkasnya (Tr-76)

Sumber Berita:

1. https://gorontalopost.co.id/2024/11/14/ranperda-apbd-2025-mulai-digenjot-ditargetkan-rampung-
akhir-november// [diakses pada tanggal 29 November 2024];

2. https://60dtk.com/dprd-kota-gorontalo-pacu-pembahasan-ranperda-apbd-2025/ [diakses pada
tanggal 29 November 2024];
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Catatan:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 6 ayat (1), Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

b. Pasal 6 ayat (2) huruf c, Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): diserahkan kepada
gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

c. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

C. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

d. Pasal 16:

(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun
dengan Peraturan Daerah.

(2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah.

(4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

e. Pasal 28:

(1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-
lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama
antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

(3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama
DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas
APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit

organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
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c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,
dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a.

Pasal 1 angka 2, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban,

dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 1 angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 1 angka 22, Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 1 angka 23, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat

Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 37, DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155, Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun

anggaran berjalan untuk:

a. menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;

C. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran
yang tersedia mendahului perubahan APBD;

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;

f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
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g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah
ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

g. Pasal 161:

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
menjadi dasar perubahan APBD.

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,
antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

C. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

€. keadaan luar biasa.

h. Pasal 162:

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau

C. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

(2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
penjelasan:

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan
APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran
berjalan;

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

C. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam

perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
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i. Pasal 165, Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
DPA SKPD danf atau RKA SKPD.

J. Pasal 169:

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan
Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

k. Pasal 170:

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat
daerah dalam menyusun RKA SKPD.

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada perangkat daerah disertai dengan:

a. Program dan Kegiatan baru;

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA
SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan
BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

|. Pasal 178:

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah
dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan
APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan
RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

m. Pasal 179:

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran

berkenaan berakhir.
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(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang
perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan
dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
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